




























































Korupsi tergolong ke dalam kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat akut dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas ke dalam seluruh aspek masyarakat. Setiap kali ada putusan bebas bagi terdakwa kasus korupsi apalagi yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah masyarakat langsung bereaksi. Hati nurani mereka seperti terusik mendengar ada terdakwa kasus tindak pidana korupsi ratusan miliar bebas melenggang. Dalam praktek pemberantasan korupsi, salah satu azas hukum nebis in idem, selalu di temukan dalam putusan hakim, hal ini diatur Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di mana, seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berlakunya dasar ne bis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi (putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap). Putusan ini berisi: a). Penjatuhan Hukuman; Pembebasan dari segala tuntutan hukuman, serta Putusan Bebas.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pengeyampingan terhadap azas Ne Bis In Idem dalam tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)?, serta Bagaimanakah kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang diadili untuk kedua kalinya dan mendapatkan putusan yang tetap?. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriftif - analitis, kemudian metode pendekatan menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma - norma tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Wawancara; Observasi; Studi Dokumen; Focus Group Discussion. Metode analisis data pada dasarnya adalah analisis deskriftif.

Pengeyampingan terhadap azas hukum ne bis in idem dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sudah jelas melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) KUH – Pidana. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang dibentuk, berupa; Putusan bebas (vrijspraak), Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, Serta, Putusan Penundaan (Veroordeling). Terkait dengan kepastian hukum dan keadilan dalam implementasi azas ne bis in idem, dapat ditelaah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara berkaitan dengan azas Nebis in idem. Adanya kepastian hukum dan keadilan, berarti dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya, memang dalam prinsip yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 lebih mengedepankan kepastian hukum, dan semata - mata melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlu adanya jaminan Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum terhadap Terdakwa kasus korupsi di sidang Pengadilan yang didasarkan pada ketentuan perundang - undangan yang berlaku, serta perlunya ada kejelian, kecermatan, dan ketelitian terhadap aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam memutus perkara pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan menjunjung tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah.















Corruption belongs to an extraordinary crime (extra ordinary crime). Indonesia's current corruption is already in a very acute and deeply rooted position in every joint of life. The development of corruption practices from year to year has increased, both from the quantity or the amount of financial losses of the state as well as in terms of quality which is more systematic, sophisticated and the scope has expanded into all aspects of society. Every time there is a free verdict for the defendant corruption case let alone the value reaches hundreds of billions of rupiah people directly react. Their conscience is disturbed by the fact that there are defendants of corruption cases of hundreds of billions of free sticks. In the practice of eradicating corruption, one of the principles of nebis law in idem, always found in the judge's decision, it is regulated by Article 76 paragraph (1) of the Criminal Code (Penal Code). Where, a person shall not be prosecuted twice for an act which has been given a decision of permanent legal force. The application of the basis of ne bis in idem is dependent on the fact that it is against a certain person that a certain event has been made by a judge with an irrevocable verdict (verdict which has a permanent legal force). This ruling contains: a). Penalty Punishment; Exemption from any punishment, and Free Decision.

Identification of problem in this research is Is pengeyampingan to the principle of Ne Bis In Idem in corruption violation provision of Article 76 paragraph (1) Criminal Code (KUHP) ?, and How is the certainty of law and justice for perpetrator of corruption crime, which Be tried for the second time and get a fixed decision ?. The research methodology used by the author is descriptive - analytical, then approach method using Juridical Normative method, that is approach using positivist concept of legis which state that law is identical with written norms. Data collection techniques used in this study are as follows; Interview; Observation; Document Study; Focus Group Discussion. Data analysis method is basically descriptive analysis.

The overriding of the law principle of ne bis in idem in the eradication of corruption crime, has clearly violated the provisions of Article 76 paragraph (1), (2) KUH - Criminal. The verdict which can be categorized as ne bis in idem is the judge's decision in a criminal case which is formed, in the form of; Free judgment (vrijspraak), Decision free from any lawsuit, As well as, Void Decision (Veroordeling). Related to the legal certainty and fairness in the implementation of the principle of bis bus in idem, can be reviewed through Supreme Court Circular Number 3 Year 2002 about handling cases related to the principle of Nebis in idem. The existence of legal certainty and justice, means that by law everybody knows which and how their rights and obligations, indeed in the principle contained in the Circular Letter of the Supreme Court. 3 of 2002 put forward the certainty of law, and solely protect human rights (HAM).

There is a need for legal certainty, legal justice and legal utilization of the defendant in corruption case in court based on prevailing laws and regulations, and the need for carefulness, precision and accuracy of law enforcement officers especially judges in deciding criminal cases in the Court of Action Criminal Corruption and upholds the Principle of Presumption of Not Guilty.
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